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LURAH MURTIGADING
KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN MURTIGADING
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG
PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF

HONORER KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN MURTIGADING TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH MURTIGADING,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Ayat (3)
Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang
Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan,
Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan
Kalurahan, struktur besaran penghasilan Penghasilan
Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan ditetapkan
dengan Peraturan Kalurahan yang mengatur tentang
Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan,
Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan
Kalurahan;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Kalurahan tentang Penghasilan Lurah, Pamong
Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan
Badan Permusyawaratan Kalurahan Murtigading Tahun
Anggaran 2024,

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5339);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);
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3. . ’ .
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksananan Undang Undang Nomor 6 'I'ﬂhuln
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik lnd(mf'ﬂl_tl
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesin Nomor 5539) gebagaimana telah
diubah  beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentans perubahan
Kedua atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negaré
Republik Indonesin Tahun 2019 Nomor 41, Tﬂn?hﬂh‘m
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); "

111 Tahun 2014

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

VO " 2 ltﬂ
tentang Pedoman Teknis Peraturan di h:alurnl;ﬂ(?gil;i'tr
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor )

i 110 Tahun 2016

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor (Berita
tentang Badan Permusyawaratan Balire 180

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Ta'h”“ 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7.  Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :
190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan  Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1424);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun
2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor
8);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan
(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);

10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang
Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan,
Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan
Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021
Nomor 129);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan

Jasa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022
Nomor 60);

13. Peraturan Kalurahan Murtigading Nomor 5 Tahun 2020

tentang Kewenangan Kalurahan Murtigading (Lembaran
Kalurahan Murtigading Tahun 2020 Nomor 5);
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14, Perat 202"
uran Kalurahan Murtigading Nomor 6 Tahun 2023

entang Rencang Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal)
'l:ahlm Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Murtigading
Tahun 2023 Nomor 6).

. . Dengan Kesepakatan Bersama
DAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MURTIGADING
dan
LURAH MURTIGADING

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENGHASILAN LURAH,
PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONOREF
KALURAHAN DAN BAIZ;AN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
MURTIGADING TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan
beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan
harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon
yang dipimpin oleh Lurah.

2. Penghasilan adalah penerimaan dalam bentuk penghasilan tetap,
tunjangan, jaminan sosial, dan penerimaan lain yang sah yang diterima
oleh Lurah, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan
dan Anggota Bamuskal.

3. Penghasilan Tetap adalah penerimaan yang sah yang diterima oleh Lurah,
Pamong Kalurahan, staf Kalurahan setiap bulan;

4. Tunjangan adalah penghasilan selain penghasilan tetap, jaminan sosial,
dan penerimaan lain yang sah yang bersumber dari APBKal.

5. Penerimaan lain yang sah adalah penghasilan selain penghasilan tetap,
tunjangan, dan  jaminan sosial berdasarkan peraturan
perundang undangan yang bersumber dari APBKal.
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Jaminan Sosial

adalah nosial

i i jaminan
ketenagaker: Jaminan  kesehatan  dan  jar
e () g i
Jﬂminﬂg: . r.]‘:lﬂﬂl'l _Wll'lg di{“}]cnm;"r“kﬂn aleh ”fl'l“ n I’ftl"]yf,]f.ﬂy,u‘ir 1
Anggara . ;:ﬂml Se8uai ketentuan peraturan perundang-undangan. -
" Pendapatan gap Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebu

“Ncana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan yang
i ujui bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan HBamuskal,
i?::a‘:;lelspkan dengan Peraturan Kﬂlura}mrll.l ‘

; ana Desa yang selanjutnya disingkat ADD
Derlm?)angﬂn yang diterima Daerah dalam Anggaran Penc
gelanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. .

oy .Deaa adalah dana yang bersumber dari Anggaran o ‘ fi
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
Pembinaan kemasyarakalan. dan pemberdayaan masyarakat. .
Bantuan Keuangan bersifat Khusus Kepada Kalurahan yang selanjutnya
disebut BKK adalah bantuan keuangan kepada Pemerintah Kalurahan
untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, yang harus
dibelanjakan sesuai dengan tujuan pemberian bantuan keuangan yang
telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan dibantu Pamong Kalurahan
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.

Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa
Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga
Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.

Penjabat Lurah adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk
melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban Lurah, dalam
kurun waktu tertentu.
Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal
adalah nama lain Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Daerah
Istimewa Yogyakarta, merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk
Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis
Pamong Kalurahan adalah nama lain Perangkat Desa di wilayah Daerah
Istimewa Yogyakarta merupakan unsur penunjang yang membantu Lurah
dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat,
dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksana kebijakan yang
diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

adalah dana
Japatan dan

atan dan
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U7 Canlk adalal, nan
Yopyakarta yan
18, Dukuh adalah
antunn

0 lnin Sekretaris Desa di wilayah Daerah Istimewa
R merupnkan Pimpinan Sekretariat Kalurahan

) ; i unsur
Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagal Ul

fugan kewilayahan Lurah dalam

vang bertugns membantu
pelaksanann o P

. Ras di wilayahnya
Kepala Urunan adalah |

unsur staf sekretarint
Kaur Danarta, Kaur Tata

0 bagai

‘among Kalurahan yang I}!‘rkf-'filltlukn)r:mac)sn:;tu
)

alurahan yang menjalankan tugas S

| . Laksana dan Kaur Pangripta.
20. Kepaln Seks adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan

pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKK, yaitu Jogoboyo,
dan Kamituwa.

sebagai
Ulu-Ulu

. , inistratif di
21 Staf Kalurahan adalah staf yang membantu tugas-tugas ameI&:;Eelum
Sekretariat Kalurahan atay pelaksana teknis yang diangka
berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

: utusan
Staf Honorer Kalurahan adalah staf yang diangkat dengan Kep
Lurah setiap tahun.

22,

Pelaksana Kegiatan Anggaran yang selanjutnya disebUf PRA a?jlal;
Pamong Kalurahan yang ditetapkan oleh Lurah untuk menjalankan tgam
dan fungsi sebagai pengampu ruang lingkup kegiatan yang tercantu
dalam APBKal,

24. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang
dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang
ang berhubungan dengan hak dan kewajiban. .

25. ise? l\'uluraha?l adahﬁ] barang milik Kalurahan yang berasal dari
kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban APBKal atau
perolehan hak lainnya yang sah.

26. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS,
adalah badan penyelenggaran jaminan sosial berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

27. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan, yang selanjutnya

disingkat PKPKK, adalah Lurah yang karena jabatannya mempunyai

kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan

Kalurahan.

28. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan yang selanjutnya disingkat
PPKK adalah Pamong Kalurahan yang melaksanakan pengelolaan
keuangan Kalurahan berdasarkan keputusan Lurah yang menguasakan
sebagian kekuasaan PKPKK.

29. Pengurus Aset Kalurahan adalah kepala urusan Tata Laksana yang
melaksanakan pengelolaan aset Kalurahan berdasarkan keputusan Lurah
yang melimpahkan sebagian kekuasaan sebagai pemegang kekuasaan
pengelola aset Kalurahan.

30. Pembantu Pengurus Aset Kalurahan adalah Staf Kalurahan atau Staf

Honorer Kalurahan pada urusan di sekretariat Kalurahan yang ditunjuk
dengan keputusan Lurah untuk membantu Pengurus Aset Kalurahan.
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Pasal 2
(1) Belanja Kalura) ,
a. 74% (tu hlnn yang ditetapkan dalam APBKal digunakan untuk
di SHA tiuh empat persen) dar anggaran belan)a Kalurahan
Igunakan mendanaj ]
1. Peny - .
nyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan termasuk belanid

i ; . s f
operasional Pemerintahan Kalurahan. belania nwrasmnnl!m.‘-rnn

renrlt . : ‘g n
RT, penyediaan Jaminan sosial bagi Lurah dan Pamong Kaluraha

dan Bamuskal, Staf

i tunjangan Lurah, Pamong Kalurahan,
Kalurahan dan gaji/honorarium Staf Kalurahan dan tenaga honorer
Kalurahan;

pelaksanaan pembangunan Kalurahan:

pembinaan kemasyarakatan Kalurahan,

pemberdayaan masyarakat Kalurahan; dan :

penanggulangan bencana, keadaan darurat dan me ndesak

Kalurahan.

- 26% (dua puluh enam persen) dari anggaran belanja Kalurahan dalam

APBKalurahan digunakan untuk :

1. penyediaan penghasilan tetap Lurah dan Pamong Kalurahan;
2. penyediaan tunjangan Bamuskal; dan

3. penyediaan Operasional Bamuskal.

(2) Penghitungan 26% (dua puluh enam persen) tidak diperhitungkan terhadap
belanja Kalurahan yang bersumber dari bantuan keuangan khusus dan
sisa lebih tahun anggaran sebelumnya.

(3) belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diluar
pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah pelungguh.

(4) hasil pengelolaan tanah pelungguh sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dipergunakan untuk tambahan penghasilan Lurah dan Pamong Kalurahan
selain penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1.

(5) ketentuan lebih lanjut pengelolaan tanah pelungguh diatur dalam
Peraturan Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Desa.

08 0

BAB 11
PENGHASILAN LURAH DAN PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN DAN
STAF HONORER KALURAHAN

Pasal 3

(1) Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, dan Staf Honorer
Kalurahan terdiri dari :

a. Penghasilan tetap;

b. Tunjangan;

¢. Jaminan sosial; dan

d. Penerimaan lain yang sah.
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(2) Penghasil ;
llan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan getiap bulan.

bagaimana gj i lebih
: : maksy ruf ¢, diatur
lanjut di dalam Peraturan Lyrg G hurst b gan o

Pasal 4
lj-esaar " Penghasilan Tetap Lurah dan Pamong Kalurahan sebagaimand
im
(1) P -~ Pz'lsal 3 ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut : e
enghasilan Tetap Lurah sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
(2) Penghasilan Tetap Carik sebesar Rp. 3.033.000,00 (tiga juta tiga puluh tig
ribu rupiah);

(3) Penghasilan Tetap Kepala Seksi dan Kepala Urusan sebesar

Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

(4) Penghasilan Tetap Dukuh sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta Hima s
ribu rupiah).

BAB III
PENGHASILAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

Pasal 5

(1) Ketua dan anggota Bamuskal diberikan penghasilan tunjangan.
(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Tunjangan Kedudukan;

b. Tunjangan Kinerja;

¢. Jaminan Sosial; dan

d. Penerimaan lainnya yang sah.

(3) Tunjangan kedudukan ketua dan anggota Bamuskal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan setiap bulan dengan besaran
sebagai berikut :

a. Ketua sebesar Rp. 1.150.000,00- (satu juta seratus lima puluh ribu
rupiah)

b. Wakil Ketua sebesar Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu
rupiah);

c. Sekretaris sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

d. Ketua Bidang sebesar Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu
rupiah);

e. Anggota sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

(4) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan
seti'alp kali Peraturan Kalurahan ditetapkan dengan besaran sebagai
berikut :

a. Ketua sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

b. Wakil Ke:tua sebesar Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
¢. sekretaris sebesar Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

JE————)
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d. Ketua Bidang sebegar Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
e. Anggota sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); _

(5) Dalam - rangka menunjang operasional Bamuskal diberikan belanja
operasional sebesar Rp.

' 10.007.000,00 (sepuluh juta tujuh ribu rupiah)
setiap tahun anggaran yang terdiri dari :
a. Belanja Alat Tulis Kantor

Rp. 727.000,00
b. Belanja Makan dan Minum Rp. 5.330.000,00
¢. Belanja pakaian Rp. 2.450.000,00
d. Belanja perjalanan dinas Rp. 1.500.000,00

BAB IV
PENGHASILAN STAF KALURAHAN DAN STAF HONORER KALURAHAN

Pasal 6

(1) Staf  Kalurahan diberikan honorarium setiap bulan sebesar

Rp. 2.370.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
(2) Staf Honorer Kalurahan diberikan honorarium setiap bulan sebesar
Rp. 2.410.000,00 (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

BAB V
TUNJANGAN BAGI LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF
HONORER KALURAHAN DAN BAMUSKAL

Pasal 7

(1) Tunjangan bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer
Kalurahan dan Bamuskal terdiri atas :

a. Tunjangan jabatan;

b. Tunjangan istri/suami;

c. Tunjangan anak;

d. Tunjangan masa kerja;

e. Tunjangan Hari Raya;

f. Tunjangan purna tugas;

g- Tunjangan Penjabat Lurah dan

h. Tunjangan Pelaksana Tugas

Tunjangan jabatan, tunjangan istri/suami, tunjangan anak dan tunjangan
masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan
huruf d diberikan setiap bulan,

(2)

BADB VI

Ty |
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JAMINAN SOSIAL Ba
GI LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN,

STAF
HONORER KALURAHAN DAN BAMUSKAL

Pasal 8

1) Jaminan Sosig]
( Honorer Kalurah bﬂd & Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf
, an dan Anggota Bamuskal sebagaimana dimaksud Pasal

3 Ayat (1) huruf ¢, terdiri atasg -

a. 'l‘unjlangan Jjaminan kesehatan; dan
b. Tunjangan jaminan k
(2) Tunjangan jaminan ke
diberikan bagj Lurah,
Kalurahan dan Anggota
(3) Tunjangan jaminan ket
b diberikan dalam b

8 Lurah, Pamon

etenagakerjaan;

sehatan sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a
Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer
Bamuskal beserta istri/suami dan anaknya.

enagakerjaan sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf
entuk jaminan sosial melalui kepesertaan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sesuai dengan

peraturan perundan g-undangan.
(4) Tunjangan jaminan ketenagakerjaan hanya diberikan kepada Lurah,

Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Anggota
Bamuskal tidak termasuk kelu arganya.

Pasal 9

Pemberian Tunjangan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal
7 dan Pasal 8 diatur dengan Peraturan Lurah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

(1) Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer
Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan diberikan pada bulan
berikutnya setelah yang bersangkutan dilantik atau diangkat.

(2) Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Bamuskal, Staf Kalurahan, Staf
Honorer Kalurahan berdasarkan Peraturan Kalurahan berlaku mulai tahun

anggaran 2024 dan tahun anggaran berikutnya sepanjang tidak ditetapkan
Peraturan Kalurahan yang baru.

Pasal 11

A N 1
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KESEPAKATAN BERSAMA

pada hari ini Rabu Tangga Tiga Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu

, puluh Tiga yang bertanda tangan di bawah inj :
pu \ama . Mujana

]

Jabatan : Ketua Bamugka] Murtigading

palam hal ini bertindak untuk dap atas nama Badan Permusyawaratan
Kalufﬁha" Murtigading, s»z-lanjmnya disebut PIHAK KESATU.

yama  DreBambang Trijanto, M.pg

Jabatan : Lurah Murtigading

palam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan

yurtigading, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

A

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan
h’.alurahan Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan,
gtaf Homorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan
Murﬁgﬂding Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan

Kalurahan:

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
LURAH MURTIGADING KETUA BAMUSKAL MURTIGADING

f LURAH ‘
MURTICGADING
\ '

v
_ >
Des:- BAMBANG TRIJANTO, M.Pd
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USAN gy
KALURAHAN MURT]GA]?I ‘;‘q“é iﬁnmusmmmmn KALURAHAN
PANEwoN SANDEN KABUPATEN
BANTYL, A

STAF KALUR, RAH, PAMONG KALURAHAN,

BADAN pgnﬁ,ﬁﬂ;ﬁmONORER KALURAHAN DAN
A
KALURAHAN MURTIGADINGR':TAN et

DENGA

AHUN ANGGARAN 2023
N RAHM

AT
BADAN PERMUSYAW ARAT::HAN YANG MAHA Esp

Menimbang : g,

Mengingat

X

LURAHAN MURTIGADING,

b

P:]::]wa Peraturgp, Kalurahan tentang Penghasilan Lurah,
Kal ik Ka]u;-ahan] Staf Kalurahan, Staf Honorer
Kalllj::;:an o adan Permusyawaratan Kalurahan
dibahagan Muﬂlgad:ng Tahun Anggaran 2024 telah

disepakatj bersama Badan
Permusyawaratan Ka]urahan:

ahwa berdasarkan rtimbangan  sebagaimana
dimaksugq Pada huryf 4 . . :

» Perlu menetapkan Keputusan
ahan tentang Persetujuan
an tentang Penghasilan
» Staf Kalurahan, Staf Honorer

adan Permusyawaratan Kalurahan
Kalurahan Murtigading Tahun Anggaran 2024,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2012 lentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
publik Indonesia Tahun 2012 Nomor

Nomor 5339);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahup 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
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6,

10,

11.

12,

13.

14.

"'“!*I
lr-l" 5 "
-]|I"||.]1-| ,':”Is. ”r.r:.l ”;.Hll: van Megarn Hi ‘un‘lhh Tl I
‘ Megnli
Re-llllllhk ! Humlusl R Fambahan Lembonran Nego |
| d I} (]
tlillh-ll, : I OMewi, Nomer  5n 1] webagnimans teln
[ . h
"l‘\”l!'”' , "lf u-]ill‘ll kllh l"!ﬂl‘"lll tlengnn Peratinrn
P I b
: f beertatm
l\ﬂhln Ay lrlnr I Fahun 2009 tentang 1

",'"'Huln

Uneang | Irpelaanp
J||||"1

anllrn f Pelaksansan

|\’t'|1uhl||,¢ 2014 tentang ean {Lembionran .’ll"i;;::la:
|A"Ill'lﬂ|,| - n 'lJll'I1II| 2000 Nomor 41l Tambn
I'e'lllu""” P"Jilnl [\’f‘huhhk Indonesin Noper 6121,
lrnfnnu }.r."” Mgy !)nlnm Negeri Nomor 11) lll“”“w_“m
CRary Ih-p" ';!nn Tekniy Peratiiran h l'\'-lhllrlllih'tl (
Iiorﬂtum, k Imlnurnm Tahun 20014 Nomor 20 n,,””“
= “"]"m Negeri Nomor 110 Tahun 4
Nt‘HIII‘“ Rc:::::';l_” l'r-rll'llI.'l‘.-mr.""'”" Hllllll'»lhill‘l (Feriti
Prr‘umr“h Mik Indnnrwu Tahun 2011, N“”m.'.“ i, i
lcnlnng Pe CNler Dalam Negeri Nomor 20 Tahun : |
NEelolaay, Kmmnunn Kalurahoan (Berita Negior

Repuby); _
Publik Imlum-mn Tahun 2018 Nomor 61 1),

Peray :
190/;?:]}? Mpt“rn Keuangan Republik Indonesin Nomaor

lentang Pengelolaan Dana Desa (Berita
lonesin Tahun 2021 Nomor 1424),

rah Kabupaten Bantul Nomor # Tahun
Permusyawanratan  Kalurahan
" Mmbaran Daerap Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor

L[ ONe g

JA

Knbupillcn Bantul Tahun 2020 Nomor H7),
Peraturan Bupati Banqy) Nomor 129 Tahun 2021 tentang
Penghasilun Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan,
Stal Honorer Kalurahan dap Badan Permusyawaratan

Kﬂlurﬂhﬂn (Bf?ritﬂ DHE‘I‘ﬂh Kﬂhllpﬂlnn Bantul Tahun 2021
Nomor 129),

Peraturan Bupati Banty] Nomor 59 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Kalurahan  (Berity Daerah
Kabupaten Banty) Tahun 2022 Nomor 59);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan
Jasa (Berita Daerah Kabupaten Banty) Tahun 2022
Nomor 60);

Peraturan Kalurahan Murtigading Nomor 5 Tahun 2020
tentang Kewenangan Kalurahan Murtigading (Lembaran
Kalurahan Murtigading Tahun 2020 Nomor 5),

Peraturan Kalurahan Murtigading Nomor Tahun 2022
tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahug, lRf\'P-&llj
Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Murtigading
Tahun 2022 Nomor 6).
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak

e aa

: KEPUTUQAMEMUTUSKAN
KA . BADAN PERMUSYAWARATAN
LURAHAN Ty

PERATU TANG PERSETUJUAN RANCANGAN
LURA RAN KALURAHAN TENTANG PENGHASILAN
H, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN,

STAF HONORER KALURAHAN, DAN BADAN
PERMUSYAWARA'I‘AN KALURAHAN KALURAHAN
MURTIGADING TAHUN ANGGARAN 2024

Menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan tentang
Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf
Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan
Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Murtigading

Tahun Anggaran 2024
tanggal

ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat

kesalahan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Murtigading
Pada tanggal : 13 Desember 2023

Ketua Bamuskal Murtigading,

T AL -
Jarp FALUR N
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